SALINAN

PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 28 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN

Menimbang

Mengingat

HIBURAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang
Kriteria Jasa Boga Atau Catering Yang Termasuk Dalam
Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
maka untuk dapat ditetapkan sebagai pajak daerah;

bahwa memperhatikan ketentuan Bagian Kedua Pasal 9 ,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

bahwa memperhatikan ketentuan Bab I ketentuan Umum
Pasal 1 Nomor 12 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor
28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel,
Restoran, dan Hiburan di Kabupaten Bengkulu Utara;

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
disektor pajak hotel Kabupaten Bengkulu Utara, perlu
mengubah Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel,
Restoran, dan Hiburan di Kabupaten Bengkulu Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel,
Restoran, dan Hiburan di Kabupaten Bengkulu Utara;

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679 );

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering
Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak
Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 162);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara;

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemungutan, Pajak Hotel, Restoran, dan
Hiburan Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 28
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN DI KABUPATEN
BENGKULU UTARA.

Pasall

Merubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di
Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2012 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 Angka 12 berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 1
12. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau
katering
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 26 November 2016

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd
SAID IDRUS ALBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 37
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara
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